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ABSTRAK 

Widya Wira pratiwi (E211 15 509), “Efektivitas Rekrutmen Terbuka 

Jabatan Struktural Di Kantor BKPSDM Kabupaten Gowa” xiv + 71 

halaman + 2 gambar + 9 tabel + 21 Daftar Pustaka, dibimbing oleh Dr. 

Muh. Tang Abdullah, S.Sos, M.AP dan Andi Ahmad Yani., M.Si, MPA., 

M.Sc. 

Penelitian Efektivitas Rekrutmen Terbuka Jabatan Struktual Di Kantor 

BKPSDM Kabupaten Gowa ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan 

rekrutmen terbuka melalui lelang jabatan di pemerintahan Kabupaten Gowa. 

Penelitian ini dianalisis berdasarkan teori Efektivitas Robbins (1994) yang 

terdiri dari 3 indikator yaitu pendekatan tujuan, pendekatan system, dan 

pendekatan konstituen. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis teori Robbins Efektivitas 

Rekrutmen Terbuka Jabatan Struktural Di Kantor BKPSDM Kabupaten Gowa 

sudah cukup dikatakan efektif, hal ini  jelas memiliki sasaran yang jelas dalam 

mengukur sejauh mana keberhasilan seorang pegawai dalam mengikuti proses 

seleksi lelang jabatan. 

 

Kata Kunci : Efektivitas, Rekrutmen Terbuka, Jabatan, Struktural 
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ABSTRACT 

Widya Wira pratiwi (E211 15 509), "The Effectiveness of Open Recruitment 

for Structural Positions at the BKPSDM Office of Gowa Regency" xiv + 71 

pages + 2 pictures + 9 tables + 21 Bibliography, supervised by Dr. Muh. Tang 

Abdullah, S.Sos, M.AP and Andi Ahmad Yani., M.Si, MPA., M.Sc. 

Research on the Effectiveness of Open Recruitment for Structual Positions 

at the BKPSDM Office of Gowa Regency aims to determine the implementation of 

open recruitment through an auction of positions in the government of Gowa 

Regency. 

This research is analyzed based on the theory of the effectiveness of 

Robbins (1994) which consists of 3 indicators, namely the objective approach, 

systems approach, and constituent approach. This study uses a descriptive 

method with a qualitative approach. 

Based on the results of research with Robbins theory analysis, the 

effectiveness of Open Recruitment for Structural Positions at the BKPSDM Office 

of Gowa Regency is quite effective, this clearly has clear objectives in measuring 

the extent to which an employee is successful in participating in the job auction 

selection process. 

 

Keywords: Effectiveness, Open Recruitment, Position, Structural 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

 Dalam era globalisasi yang serba kompetitif untuk mencapai efektifitas 

dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, peningkatan kualitas 

aparatur sipil negara menjadi suatu kebutuhan yang tak terelakkan. Agar 

optimalnya kinerja organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik 

kepada masyarakat, maka sumber daya manusia menjadi kunci yang berperan 

penting. Sumber daya manusialah yang menggerakkan roda organisasi negara 

tersebut. Untuk itu diperlukan aparatur sipil negara yang memiliki intergritas dan 

kompetensi yang baik didalam organisasi negara tersebut. Sama halnya dengan 

organisasi lain, sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah aparatur sipil 

negara yang menggerakkan roda pemerintahan juga menduduki jabatan-jabatan 

tertentu yang telah diatur oleh negara untuk dapat memastikan roda pemerintahan 

berjalan dengan baik. Dalam organisasi negara tersebut terdapat beberapa 

tingkatan dan jabatan yang mempunyai tugas dan fungsi berbeda. Sumber daya 

manusia yang mengisi jabatan struktural inilah yang menjadi kunci dari 

keberhasilan program pemerintah dalam hal pelayanan publik. 

 Jabatan struktural menurut Peraturan Pemerintah no. 100 tahun 2000 

tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural melalui 

pertimbangan : 
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a. bahwa sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 

1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 

tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam 

jabatan tertentu; 

b. bahwa dalam rangka perencanaan, pengembangan, dan pembinaan karir 

serta peningkatan mutu kepemimpinan dalam jabatan struktural dipandang 

perlu menatur kembali ketentuan tentang pengangkatan Pegawai Negeri 

Sipil dalam jabatan struktural dalam Peraturan Pemerintah. 

Atas dasar hukum : 

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran 

Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3890); 

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3839); 

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3851); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang 

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai 
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Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952). 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 

Nomor 165); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang 

Pegangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri 

Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4014); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan 

Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 196, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017); 

 Jabatan struktural hanya dapat diduduki oleh aparatur sipil negara dan 

tidak dapat dirangkap dengan jabatan struktural lain. Untuk mendapatkan sumber 

daya manusia atau pegawai yang tepat maka dibutuhkan tata kelola manajemen 

sumber daya manusia yang baik. 

 Dengan dimulainya era reformasi saat ini pemerintah dituntut untuk 

mewujudkan sumber daya manusia yang berkompeten dan professional untuk 

mendapatkan arah pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang jelas. 

Salah satunya adalah dengan cara menerapkan reformasi birokrasi dengan  

meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur nya. Reformasi birokrasi diarahkan 

untuk menciptakan kinerja birokrasi yang profesional dan akuntabel. Birokrasi 

dalam melakukan berbagai kegiatan perbaikan pelayanan diharapkan lebih 

berorientasi pada kepuasan pelanggan, yakni masyarakat pengguna jasa. 

Kepuasan total dari masyarakat pengguna jasa tersebut dapat dicapai apabila 
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birokrasi pelayanan menempatkan masyarakat sebagai pengguna jasa dalam 

pemberian pelayanan. Perubahan paradigma pelayanan publik tersebut diarahkan 

pada perwujudan kualitas pelayanan prima kepada publik melalui instrumen 

pelayanan yang memiliki orientasi pelayanan lebih cepat, lebih baik, dan lebih 

murah. (Dwiyanto, 2002) 

  Dalam rangka mewujudkan aparatur sipil negara yang berkualitas 

adapun regulasi yang menaungi hal ini adalah Undang-Undang No 43 Tahun 1999 

Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dengan tujuan membentuk sosok pegawai 

negeri yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan 

bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan 

pembangunan serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian UU 

Kepegawaian ini dirubah menjadi Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara melalui pertimbangan  adalah : 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan 

negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil 

negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari 

intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta 

mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu 

menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan 

pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh 

jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam 
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rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan 

dengan tata kelola pemerintahan yang baik; 

c. bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari 

reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi 

yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib 

mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip meryt 

dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara; 

d. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan 

tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang 

Aparatur Sipil Negara. 

Atas dasar hukum : 

Pasal 20 dan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 Dengan adanya regulasi ini di harapkan mampu merubah citra birokrasi 

yang selama ini terstigma negatif untuk meningkatkan sumber daya aparatur yang 

berkualitas.Dengan melihat bagaimana fenomena-fenomena birokrasi yang ada 

Indonesia saat ini setidak nya ada beberapa permasalahan kepegawaian yang 

bisa disimpulkan menurut Prasojo (2014) dalam Mutiarin dan Zaenudin (2014:154) 

ada empat sumber penyakit birokrasi di Indonesia yaitu : 
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1. budaya menguasai bukan melayani publik dalam birokrasi yang 

diakibatkan proses pengisian jabatan-jabatan dalam birokrasi 

berdasarkan kedekatan dengan penguasa.  

2. ketidakmampuan melayani dalam birokrasi karena proses 

penerimaan pegawai dilakukan dengan cara-cara tidak 

profesional dan sarat kepentingan.  

3. adanya kerusakan moral dalam birokrasi yang selalu berpikir 

mendapatkan uang dari proyek-proyek yang dilakukan.  

 Permasalahan dalam kepegawaian yang menjadi sorotan utama saat 

ini, yakni menyangkut proses pengisian jabatan pegawai/pejabat pemerintahan 

yang tidak transparan dan cenderung masih menggunakan mekanisme pengisian 

jabatan secara tertutup (close career system) yang lebih mengutamakan pada 

peran pejabat atasan dalam melakukan pengangkatan pejabat dengan jabatan di 

bawahnya. Proses seperti inilah yang banyak ditentukan berdasarkan relasi-relasi 

politik, kekeluargaan, dan ekonomi yang sangat kental dengan muatan praktek 

korupsi, kolusi, nepotisme, dan sebagainya yang tidakmencerminkan nilai-nilai 

luhur pengangkatan pejabat itu sendiri. 

 Berbagai praktek menyimpang dalam proses pengisian jabatan 

struktural secara tertutup menimbulkan keraguan akan keefektifan mekanisme 

pengisian jabatan tersebut, karena pada akhirnya hanya mengutamakan aspek 

politis pengangkatan pejabat itu saja, namun mengenyampingkan aspek kualitas 

dan kualifikasi yang diperlukan untuk mengisi suatu jabatan struktural. Maka 

kemudian banyak dijumpai pejabat-pejabat yang menempati suatu jabatan 

struktural yang tidak sesuai dengan kualifikasinya, yang pada akhirnya akan 

memperburuk kinerja dari instansi pejabat tersebut.  
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 Hal ini jelas tidak sesuai dengan salah satu prinsip umum kepegawaian 

yang mengamanatkan pejabat harus ditempatkan pada jabatan yang sesuai (the 

right man on the right position). Berbagai masalah yang muncul dalam mekanisme 

pengisian jabatan struktural secara tertutup tersebut, kemudian mendorong 

dilakukannya pergesaran sistem pengisian jabatan struktural menjadi pengisian 

jabatan stuktural secara terbuka (open career system). 

 Pegawai merupakan sumber daya yang paling penting dalam sebuah 

instansi. Merupakan kenyataan bahwa dalam suatu organisasi selalu terbuka 

kemungkinan untuk terjadinya lowongan dengan aneka ragam penyebabnya. 

Misalnya, karena perluasan kegiatan, pegawai yang berhenti atau pindah, karena 

pensiun ataupun meninggal dunia. Apapun alasan terjadinya lowongan dalam 

suatu instansi yang jelas lowongan itu harus segera diisi, bahkan tidak mustahil 

ada lowongan yang harus diisi dengan segera. Salah satu tekhnik pengisiannya 

adalah melalui proses rekrutmen. Maka dari itu sebuah instansi secara berkala 

merekrut pegawai untuk menambah, mempertahankan atau menyesuaikan 

kembali keseluruhan tenaga kerja menurut kebutuhan sumber daya manusia. 

 Peranan Pegawai Negeri Sipil dalam perjalanan menentukan sejarah 

kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia sangat berarti dimana pegawai 

negeri sipil adalah unsur aparatur negara sebagai salah satu penyelenggara 

pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional. 

Adapun tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang – Undang 

Dasar 1945 yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan tumpah darah 

Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka usaha mencapai tujuan 
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nasional sebagaimana tersebut diatas diperlukan adanya Pegawai Negeri yang 

penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan 

Pemerintahan serta yang berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya 

sebagai Aparatur Negara dan Abdi Masyarakat. 

  Di Kota Makassar sudah diberlakukan lelang jabatan atau seleksi 

terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilingkungan pemerintah kota 

Makassar. Menurut Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto 

mengatakan : 

“Ada lebih 600 jabatan yang sudah dilelang oleh pemerintah kota Makassar. Mulai 

dari lurah hingga jabatan eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah kota 

Makassar.Pelelangan terbuka tersebut sebagai komitmen pemerintahannya 

dalam mendorong prinsip pemerintahan bersih.” (Makassar Sindo News tahun 

2018) 

Baru-baru ini Pemerintah Kabupaten Gowa sudah melakukan seleksi 

terbuka Lelang Jabatan dalam rangka pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 

bagi aparatur sipil negara lingkup Pemkab Gowa sesuai dengan Perbup No.31 

Tahun 2018 Tentang Pelaksaan Seleksi Terbuka Formasi Jabatan Pimpinan 

Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa, pertimbangan yang 

menjadi dasar pelaksanaan lelang jabatan menurut perbup Kab. Gowa. Berbicara 

mengenai hal itu sendiri dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, jumlah 

pegawai negeri sipil di Kab.Gowa bisa di katakan cukup banyak. Berdasarkan data 

dari Badan Kepegawaian Pengembangan Dan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Gowa (BKPSDM) pada tahun 2014 jumlah pegawai negeri sipil tercatat ada 8.627 

pegawai dengan pembagian 3.692 jiwa laki-laki dan 4.935 jiwa perempuan.  
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 Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, mengungkapkan bagi ASN yang 

berminat mengikuti seleksi tersebut bisa memilih salah satu atau dua jabatan yang 

dibuka namun dengan persyaratan yang telah ditentukan. Ketiga jabatan yang 

tersebut diketahui yaitu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, dan Inspektur 

Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa. Ada pun sejumlah persyaratan khusus bagi 

yang ingin mendaftar. Mulai dari berpangkat sekurang-kurangnya Pembina atau 

Golongan IV/a. Seleksi terbuka yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten 

gowa juga sebagai salah satu wujud untuk mereformasi birokrasi sehingga pejabat 

yang terpilih diharapkan mampu membawa perubahan terkait pelayanan publik 

kearah yang baik. Berangkat dari hal tersebut peneliti tertarik dan merasa perlu 

untuk melakukan pengukuran efektivitas keberhasilan pelaksanaan lelang jabatan 

dipemerintah Kabupaten Gowa.  

 Berdasarkan latar belakang mengenai lelang jabatan secara umum 

diatas, oleh karena itu peneliti mengajukan judul “Efektivitas Rektrutmen Terbuka 

Jabatan Struktural Di BKPSDM Kabupaten Gowa”. 

I.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana efektivitas pelaksanaan rekrutmen terbuka melalui lelang jabatan di 

pemerintah Kabupaten Gowa ? 

I.3. Tujuan penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini : 

Untuk menggambarkan efektivitas rekrutmen terbuka melalui lelang jabatan di 

pemerintah Kabupaten Gowa. 
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I.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

Manfaat Akademik : 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

perkembangan ilmu pemerintahan, khususnya berhubungan tentang efektivitas 

rekrutmen pegawai melalui seleksi terbuka atau Lelang jabatan. Penjaringan 

sumberdaya aparatur yang diharapkan berdasarkan dengan prinsip-prinsip 

rekrutmen yaitu kompetensi dan kualitas kinerja. Selain hal tersebut, penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi rujukan penelitian berikutnya yang relevan. 

Manfaat Praktis : 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Badan 

Kepegawaian Daerah selaku instansi yang berwenang dalam rangka penjaringan 

sumberdaya aparatur yang berkualitas. Sesuai dengan reformasi birokrasi saat ini 

tuntutan publik dalam perbaikan kualitas pelayanan mengharuskan pemerintah 

untuk lebih konsisten dalam penjaringan sumberdaya aparaturnya sehingga 

pelayanan mampu di maksimalkan dengan baik. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

II.1. Konsep Efektivitas 

                     Konsep efesiensi dan efektivitas mempunyai pengertian yang 

berbeda. Efesiensi lebih menitik beratkan dalam pencapaian hasil yang besar 

dengan pengorbanan yang sekecil mungkin, sedangkan pengertian efektif lebih 

terarah pada tujuan yang dicapai, tanpa mementingkan pengerbonan yang 

dikeluarkan. Kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki 

dalam suatu perbuatan. Kata efektif berarti berhasil, tepat, manjur, (Wojowisoto, 

2010). Jadi efektivitas adalah sesuatu keadaan yang mengandung pengertian 

mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang 

melakukan perbuatan dengan maksud tertentu atau mempunyai maksud 

sebagaimana yang dikehendaki, maka orang tersebut dikatakan efektif. 

(Ensiklopedia Administrasi, 2009:149) Efektif dalam kamus Besar Bahasa 

Indonesia berarti dapat membawa hasil, berhasil guna. Handoko berpendapat 

(2008:7) efektifitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau 

peralatan yang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

                        “Berbeda pendapat pada Siagian (2008:151) berpendapat bahwa 

efektivitas terkait penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan 

sebelumnya atau dapat dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu tercapai sesuai 

dengan yang direncanakan sebelumnya”. Dari bermacam-macam pendapat diatas 

terlihat bahwa efektivitas lebih menekankan pada aspek tujuan dan suatu 

organisasi, jadi jika suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan, maka dapat dikatakan telah mencapai efektifitas. Dengan demikian 
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efektifitas pada hakikatnya berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya. Efektivitas merupakan keadaan yang mengandung 

pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, maka 

perbuatan itu dikatakan efektif kalua menimbulkan akibat atau mencapai maksud 

sebagaimana yang dikehendaki. Maksud dari pengertian tersebut adalah efektif 

atau tidaknya suatu pekerjaan atau usaha suatu organisasi dapat dilihat dari 

sasaran dan tujuan yang dicapai. The Liang Gie (2005:34). Tingkat efektivitas 

dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah 

ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut 

itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang 

dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu 

dikatakan tidak efektif.  

                   Hari Lubis dan Huseini (2007:55), menyatakan efektifitas sebagai 

konsep yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi ukuran 

keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Karenanya, pengukuran 

efektifitas bukanlah hal yang sederhana mengingat perbedaan tujuan 

masing¬masing organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu sendiri. Lebih 

lanjut, Lubis dan Huseini (2007:55), menyebutkan 3 (tiga) pendekatan utama 

dalam pengukuran efektifitas organisasi, yaitu : 

1. Pendekatan sumber (resource approach) yakni mengukur 

efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya 

keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik 

maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan 

sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga 
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mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungannya dimana 

dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input 

lembaga tersebut dan output yang dihasilkan juga dilemparkannya 

pada lingkungannya. Sementara itu sumber-sumber yang terdapat 

pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi.  

2. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat 

sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan 

proses internal atau mekanisme organisasi. Pendekatan proses 

menganggap efektifitas sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan 

dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses 

internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagianbagian 

yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak 

memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian 

terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang 

dimiliki oleh lembaga, yang menggambarkan tingkat efesiensi serta 

kesehatan lembaga.  

3.  Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian 

pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai 

hasil (output) yang sesuai dengan rencana. Pendekatan ini 

mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil 

merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Sasaran yang 

penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan 

pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan 

hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi Official Goal. 
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II.2. Konsep Rekrutmen 

II.2.1. Pengertian Rekrutmen 

 Rivai (2004: 160-161), rekrutmen adalah serangkaian kegiatan yang 

dimulai ketika sebuah perusahaan atau organisasi memerlukan tenaga kerja dan 

membuka lowongan sampai mendapatkan calon karyawan yang 

diinginkan/qualified sesuai dengan jabatan atau lowongan yang ada. Dari 

pengertian di atas disimpulkan bahwa rekrutmen adalah proses mendapatkan 

sejumlah calon tenaga kerja untuk jabatan atau pekerjaan tertentu dalam suatu 

organisasi atau perusahaan. 

II.2.2. Open Career System 

 Sistem terbuka adalah “sistem yang berhubungan dan terpengaruh 

dengan lingkungan luarnya”. Sistem yang berinteraksi dengan lingkungannya 

dimana sistem ini menerima masukan dari lingkungannya dan menghasilkan 

keluaran untuk lingkungan luar atau sistem lainnya. Karena sistem sifatnya terbuka 

dan terpengaruhi oleh lingkungan luarnya, maka suatu sistem harus mempunyai 

suatu sistem pengendalian yang baik. Sistem yang baik harus dirancang 

sedemikian rupa, sehingga secara relative tertutup karena sistem tertutup akan 

bekerja secara otomatis dan terbuka hanya untuk pengaruh yang baik saja. Sistem 

ini cenderung memiliki sifat adaptasi, dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya sehingga dapat meneruskan eksistensinya. Rekrutmen terbuka 

yang transparan dan berdasarkan sistem merit mendorong mobilitas (secara 

sektoral dan geografis) dan menambah cakupan ruang rekrutmen menjadi lebih 

luas untuk mendapatkan kandidat yang terbaik” (Thoha,2014) 
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II.2.3. Prinsip-prinsip Rekrutmen 

  Menurut Rivai (2004:161) prinsip-prinsip rekrutmen terdiri dari: 

1. Mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang 

diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. Untuk itu sebelumnya perlu 

dibuat: 

a. Analisis Pekerjaan 

b. Deskripsi Pekerjaan, dan 

c. Spesifikasi Pekerjaan 

2. Jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia untuk 

mendapatkan hal tersebut perlu dilakukan: 

a. Peramalan kebutuhan tenaga kerja, dan 

b. Analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja 

3. Biaya yang diperlukan diminimalkan 

4. Perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang perekrutan. 

5. Fleksibility 

6. Pertimbangan-pertimbangan hukum 

II.2.4. Tujuan Rekrutmen 

  Menurut Rivai (2004: 161) Tujuan dilakukannya rekrutmen adalah 

untuk menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi 

kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan 

terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. 
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II.2.5. Sumber-sumber Rekrutmen 

  Unsur lain dalam strategi rekrutmen dalam suatu organisasi adalah 

keputusan di mana mencari para calon pelamar. Bila suatu organisasi atau 

perusahaan akhirnya memutuskan untuk melakukan rekrutmen, tersedia dua 

pilihan sumber rekrutmen. Menurut Rivai (2004, 161-166) Perekrutan tenaga kerja 

dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu internal dan eksternal: 

1. Internal 

  Perekrutan dari sumber internal perusahaan, yakni SDM yang 

ditarik (diterima) adalah berasal dari perusahaan/lembaga itu sendiri. Dengan cara 

ini perusahaan mencari karyawan yang ada di dalam lingkungan sendiri untuk 

ditempatkan pada posisi tertentu. 

2. Eksternal 

  Dari sumber eksternal perusahaan dapat memperoleh melalui: 

a) Walk-ins yaitu pelamar datang dan melamar langsung ke perusahaan 

b) Rekomendasi yaitu penyampaian lowongan pekerjaan dilakukan oleh 

karyawan dalam perusahaan kepada teman , anggota keluarga atau 

karayawan perusahaan lain. 

c) Pengiklanan yaitu menyebarkan secara luas lowongan pekerjaan melalui 

majalah, surat kabar, televisi radio dan media lainnya. 

d) Agen-agen keamanan tenaga kerja negara 

e) Agen-agen penempatan tenaga kerja 

f) Lembaga pendidikan dan pelatihan yang menggunakan tenaga 

kerja khusus siap kerja 
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g) Departemen tenaga kerja yang menampung SDM pencari kerja 

dan menyalurkannya tenaga-tenaga professional perusahaan dilakukan 

untuk mencari pelamar professional bagi jabatan ekslusif  

h) Organisasi-organisasi profesi/keahlian. 

i) Asosiasi-asosiasi pekerja. 

j) Organanisasi militer banyak tenaga kerja ahli professional yang 

habis masa tugasnya 

k) Program pelatihan kerja yang dilakukan oleh pihak swasta  

l) Pekerja-pekerja sewaan tenaga kerja dibayar perhari atau 

perjam. 

m) Open house. Sistem penarikan yang relative baru dengan 

mengundang orang sekitar perusahaan untuk mengunjungi dan 

memperoleh penjelasan mengenai perusahaan. 

II.2.6. Jenis-Jenis Kegagalan Rekrutmen  

Berikut berbagai jenis kegagalan rekrutmen: 

a. Tidak ada hubungan yang jelas strategi SDM dengan sasaran 

bisnis dan organisasi secara keseluruhan.  

b. Ketidaksesuaian antara uraian pekerjaan dengan kriteria pribadi 

yang digunakan.  

c. Tidak adanya butir-butir penting dalam iklan rekrutmen.  

d. Penggunaan referensi untuk membuat daftar nama pendek calon 

yang akan diwawancarai. 

e. Wawancara terstruktur yang tidak memadai.  

f. Tidak memadainya tenaga psikolog.  

g. Tidak memadainya uji coba dan validasi alat uji.  
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h. Penggunaan metode prediksi yang tidak valid. 

i. Tidak ada pemantauan hasil. 

II.2.7. Proses Rekrutmen 

 Di dalam proses rekrutmen terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan. 

Keempat hal tersebut adalah sumber rekrutmen, karakteristik rekruter, rekrutmen 

dalam kampus, dan preview pekerjaan. 

 Sumber mengenai adanya pekerjaan dapat ditemui melalui beberapa 

media. Sumber tersebut antara lain iklan, media on-line, rekomendasi 

karyawan,agen tenaga kerja, asosiasi profesional, job fair, dan kampus. Akan 

tetapi, pada saat ini perusahaan lebih sering menggunakan metode rekrutmen 

dengan web.Melalui web ini, seorang pelamar lebih mengetahui nilai dan tradisi 

dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut. 

 Karakteristik rekrutmen dan tingkah lakunya sangat mempengaruhi 

seseorang dalam memilih suatu pekerjaan.Seorang rekruter yang bersahabat, 

menyenangkan, mampu memberi informasi lebih disenangi oleh seorang pelamar 

kerja. Menurut riset, seorang pelamar lebih terpengaruh oleh sifat rekruter 

daripada karakteristik pekerjaan. 

 Rekrutmen dalam kampus memberikan kesempatan pada pelajar 

untuk mengetahui beraneka jenis pekerjaan. Akan tetapi, terkadang rekuitmen 

dalam kampus tidaklah efektif. Hal ini dikarenakan adanya kesan yang 

mempengaruhi keputusan, kurangnya pandangan realistik tentang pekerjaan, 

kurangnya pengalaman pelajar dalam kehidupan nyata, dan lainnya. 
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 Preview kerja adalah memberikan informasi atas kondisi pekerjaan 

yang sesungguhnya. Dengan adanya preview kerja, seorang pelamar dibiasakan 

untuk menerima aspek positif maupun negatif dari pekerjaan. 

II.3. Konsep Lelang Jabatan 

II.3.1. Pengertian Lelang 

 Menurut Sudijono (2001: 52), lelang adalah penjualan dihadapan orang 

banyak dengan tawaran yang tertinggi, dan dipimpin oleh Pejabat Lelang. 

Melelangkan dan memperlelangkan adalah aktivitas menjual dengan jalan lelang, 

memberikan barang untuk dijual dengan jalan lelang dan memborongkan 

pekerjaan. Pengertian ini mengandung makna bahwa lelang tidak dibatasi pada 

penjualan barang-barang saja, tetapi meliputi juga pemborongan pekerjaan. 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud 

dengan lelang adalah penjualan suatu barang/benda, baik bergerak atau tidak 

bergerak yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin 

meningkat atau menurun untuk mencapai dan menyetujui harga yang diinginkan. 

 Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK.07/2006, 

pengertian lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan 

penawaran secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun 

untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. 

Dalam penjualan barang secara lelang ini terdapat aspek-aspek positif, yaitu: 

a. Aspek kompetitif, yaitu dalam pelaksanaan lelang ini terjadi suatu 

persaingan bebas dalam hal pengajuan penawaran; 

b. Aspek built in control, yaitu adanya pengawasan langsung oleh 

masyarakat atau publik; 
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c. Aspek obyektivitas, yaitu bahwa pelaksanaan lelang ini dipimpin 

oleh seorang Pejabat lelang yang tidak memihak. 

II.3.2. Pengertian Lelang Jabatan  

 Jabatan ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan 

dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum). Jabatan erat kaitannya 

dengan lembaga pegawai negeri pada suatu negara, ciri khas yang melekat pada 

lembaga pegawai negeri adalah hubungan dinas publik. 

 Lelang jabatan merupakan suatu sistem pengangkatan pejabat yang 

belum tentu tercapainya reformasi birokrasi yang baik. Lelang jabatan tidaklah 

menjadi jaminan akan adanya suatu pencapaian yang diharapkan dari reformasi 

birokrasi itu sendiri.  

II.4. Seleksi 

 Menurut Rachmawati (2008: 99) seleksi adalah serangkaian kegiatan 

yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau ditolak. Hal 

yang sama juga dikemukakan oleh Rivai (2004: 170) seleksi adalah kegiatan 

dalam manajemen SDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai 

dilaksanakan. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa seleksi 

merupakan proses yang dimulai ketika calon karyawan melamar kerja dan diakhiri 

dengan keputusan bahwa calon karyawan diterima  atau di tolak. 

II.4.1. Tujuan Seleksi 

 Menurut Rachmawati ( 2008: 100 ) Seleksi bertujuan memperoleh 

tenaga kerja yang diinginkan. Seleksi merupakan proses dua arah di mana 

organisasi menawarkan posisi kerja dengan kompensasi yang layak, sedangkan 
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calon pelamar mengevaluasi organisasi dan daya tarik posisi serta imbalan yang 

ditawarkan organisasi. Dengan melakukan seleksi diharapkan dapat memperoleh 

karyawan yang memenuhi tuntutan organisasi. 

II.4.2. Jenis-Jenis Seleksi 

 Seleksi merupakan proses untuk mencocokkan orang-orang dengan 

kualifikasi yang mereka miliki. Jenis-jenis seleksi menurut (Rivai, 2004: 192-193) 

yaitu:  

1. Seleksi Administrasi yaitu seleksi berupa pencocokan antara 

suratsurat yang dimiliki pelamar untuk menentukan apakah sudah 

sesuai dengan persyaratan yang tetapkan perusahaan. 

2. Seleksi secara tertulis, terdiri dari: 

a. Tes kecerdasan (Intelegensi test) 

b. Tes kepribadian (Personal test) 

c. Tes bakat (Aptitude test) 

d. Tes minat (Interest test) 

e. Tes prestasi (Achievement test) 

3. Seleksi tidak tertulis, terdiri dari: 

a. Wawancara 

b. Kesehatan/Medis 

c. Praktik 
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II.4.3. Langkah-Langkah Dalam Proses Seleksi 

 Perlu ditekankan bahwa tidak semua tahap seleksi harus 

ditempuhdikarena alasan tertentu. Misalnya, dalam hal orang dalam yang diseleksi 

dalamrangka alih tugas atau promosi, ada langkah-langkah tertentu yang tidak 

perlulagi ditempuh karena organisasi, khususnya satuan kerja yang mengola 

sumberdaya manusia sudah memiliki informasi yang diperoleh dengan 

mengambillangkah-langkah tertentu itu, misalnya informasi tentang kondisi 

Kesehatan pegawai yang bersangkutan. 

II.5. Analisis Jabatan 

 Menurut Sedarmayanti (2010:145) Analisis Jabatan merupakan proses 

pengumpulan informasi tentang jabatan tertentu dan penentuan unsur pokok yang 

diperlukan untuk menjalankan pekerjaan tertentu.  

 Untuk dapat melaksanakan seleksi pada calon-calon pegawai dengan 

sebaik-baiknya, maka perlu terlebih dahulu diketahui keterangan-keterangan yang 

lengkap tentang yang hendak diisi. Karenanya sebelum diadakan seleksi, maka 

haruslah terlebih dahulu ada kriteria yang objektif dalam melakukan pemilihan 

tersebut. Untuk dapat menentukan apakah seorang mampu bekerja pada suatu 

jabatan, perlu terlebih dahulu diketahui pendidikan, keahlian, pengalaman dan 

keadaan fisik yang diminta suatu jabatan dan hal itu dapat diketahui dengan 

membuat job analysis yakni membuat analisis jabatan. 
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II.5.1. Tujuan Analisis Jabatan 

 Analisis jabatan tentu tidak dibuat dengan begitu saja, adanya 

perencanaan pembuatan analisis jabatan tentu karena terkandung tujuan dalam 

pembuatannya tersebut.  

II.5.2 Hubungan Antara Analisis Jabatan Dan Fungsi Manajemen Sumber 

Daya Manusia 

 Manajemen yang baik merupakan salah satu kunci keberhasilan 

perusahaan. Dalam menjalankan aktivitas perusahaan tentunya harus dijalankan 

sebaik-baiknya guna untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya. 

Tercapainya tujuan perusahaan tentunya didukung oleh sumber daya manusia 

yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan keinginan perusahaan tersebut 

untuk memperoleh karyawan dengan kemampuan yang diperlukan, tentu harus 

dirancang analisi jabatan sesuai dengan kebutuhan perusahaan agar memperoleh 

tenaga kerja yang diinginkan. 

II.6. Spesifikasi Jabatan 

 Spesifikasi jabatan disusun berdasarakan uraian pekerjaan dengan 

menjawab tentang ciri, karateristik, pendidikan, pengalaman dan yang lainnya dari 

orang yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut. Menurut Sedarmayanti (2010: 

146) spesifikasi jabatan adalah kualifikasi minimum yang harus dimiliki seseorang 

agar dapat melakukan pekerjaan tertentu. Spesifikasi jabatan tersebut berisi 

informasi tentang:  

a. persyaratan pendidikan,  

b. pengalaman,  
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c. sifat kepribadian,  

d. kemampuan fisik. 

 Hal yang sama juga dikemukakan oleh Rivai (2004:126) spesifikasi 

jabatan adalah karaterisktik atau syarat-syarat kerja yang harus dipenuhi sehingga 

dapat melaksanakan suatu pekerjaan/jabatan. Dari pengertian diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa spesifikasi pekerjaan merupakan syarat-syarat yang 

dibutuhkan oleh seseorang untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban 

sesuai dengan jabatan tersebut. 

II.6.1. Jabatan Struktural 

 Jabatan struktural sesuai dengan namanya, pemilik jabatan ini 

berkedudukan dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-

tingkat dari tingkat dengan urutan jabatan struktural terendah adalah eselon IVb, 

sedangkan jabatan struktural tertinggi adalah eselon Ia. ASN dengan jabatan 

struktural wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka 

memimpin suatu satuan organisasi K/L/PD. 

II.6.2. Jabatan Fungsional 

 Pemilik jabatan fungsional tidak tercantum dalam struktur organisasi, 

akan tetapi dari sudut pandang tugas dan fungsi pekerjaannya tidak bias lepas dari 

keberadaan struktur organisasi dan sangat diperlukan oleh K/L/PD. 

II.7. Konsep Meryt System 

II.7.1 Pengertian Meryt System 

 Batasan pengertian atau definisi kebijakan personalia berdasarkan 

meryt system ditegakkan berdasarkan gabungan pendekatan analisa kosa kata 
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serta teori motivasi dan modifikasi perilaku. Dari pendekatan analisa kosa kata 

tersebut, pada hakekatnya memberikan artian kata merit sebagai “a good quality 

which is deserve to be praised” atau hal-hal baik yang patut dihargai (prestasi). 

Sedangkan system pada umumnya diberi artian semacam “a set of thing that are 

connected orthat work together” atau yang dalam ilmu manajemen kerap kali juga 

diberi artian sebagai gabungan dari beberapa faktor yang terkait satu sama lain. 

Jadi meryt system didefinisikan sebagai pengelolaan sumber daya manusia yang 

didasarkan pada prestasi (meryt). 

 Menurut Undang-Undang ASN No. 5 Tahun 2014 sistem merit adalah 

kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, 

dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang 

politik, ras, warna kulit, agama,asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, 

atau kondisi kecacatan. Khasanah manajemen SDM yang disebut meryt system 

merupakan sebuah kebijakan, ketentuan dan langkah-langkah yang memper-

hatikan ketentuan kualifikasi minimal, standar kompetensi serta kinerja yang 

menjadi persyaratan utama dalam perencanaan, pengadaan, seleksi, 

penempatan, pemberian kompensasi maupun evaluasi kepegawaian sehingga 

terbentuk profesionalitas yang diharapkan (Kumorotomo W, 2010). 

 Dalam suatu tatanan manajemen sumber daya manusia yang 

melakukan rekruitmen hingga evaluasi seharusnya bebas dari intervensi dan sikap 

yang berpihak pada unsur subjektif. Intervensi yang diterima birokrasi dalam hal 

ini akan mengakibatkan birokrasi tersebut berjalan dengan tidak baik, dan jika 

birokrasi tersebut berjalan tidak baik maka akan tidak baik pula tugas dan 

fungsinya. Maka sistem merit bisa menjadi langkah solutif untuk menjaga sikap 

apolitis birokrasi dalam proses rekruitmen tersebut. Mengingat rekruitmen sebagai 
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pintu masuk, maka rekruitmen harus diselenggarakan secara serius dan hati-hati, 

jangan sampai rekruitmen yang dilakukan berlangsung biasa, dan rekruitmen yang 

berhasil adalah rekruitmen yang bersifat meryt system (Kumorotomo W, 2010). 

 Dalam penerapan meryt system ini hal yang menjadi perhatian adalah 

perpaduan antara kompetensi dan profesionalitas dari calon atau pelamar dengan 

lowongan jabatan yang dibuka. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi 

maka cara rekruitmen tersebut tidak dianggap menerapkan sistem merit. 

Konsekuensi dari penerapan sistem merit  dalam suatu organisasi adalah harus 

ada standar kompetensi atau tolak ukur kinerja dalam organisasi tersebut 

(Kumorotomo W, 2010). Pengangkatan pegawai yang menggunakan sistem merit 

mengharuskan calon yang melamar memiliki kompetensi keahlian,dan 

profesionalitas sesuai dengan kompetensi jabatan yang akan diemban olehnya 

nanti. Hal ini tentu saja dapat menghindari pejabat aparatur sipil negara menduduki 

suatu jabatan yang tidak sesuai dengan keahlian atau kompetensi yang 

dimilikinya. Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau 

melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan 

pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut 

(Wibowo, 2014). Menurut naskah akademik RUU ASN, kompetensi meliputi : 

1. Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, 

pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis,  

2. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan 

struktural/manajemen, dan pengalaman kepemimpinan, dan  

3. Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan 

dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya 

sehingga memiliki wawasan kebangsaan. 
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 Spencer Dan Spencer (1993) menyatakan bahwa kompetensi 

merupakan landasan dasar karakteristik orang dan mengindikasikan cara 

berperilaku atau berpikir, menyamakan situasi, dan mendukung untuk periode 

waktu cukup lama. Motif, sifat, konsep, pengetahuan,dan keterampilan adalah 

karakteristik kompetensi (Wibowo, 2014). Dengan kompetensi yang sesuai 

dengan jabatan yang ditempatinya maka kedepannya akan sangat diharapkan 

dapat berpengaruh positif pada pemerintahan itu sendiri. Meryt system ini berkiblat 

pada kinerja yang menitik beratkan kemampuan aparatur negara untuk melakukan 

pekerjaan. Unsur manusia ini memang merupakan unsur yang menentukan 

seberapa jauh organisasi lembaga dan sistemnya bisa diandalkan (Thoha, 2014). 

II.8. Kerangka Pikir 

 Untuk memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian mengenai 

pelaksanaan Efektivitas Rekrutmen Terbuka Jabatan Struktural Di BKPSDM 

Kabupaten Gowa, maka peneliti membuat kerangka pikir sebagai panduan serta 

memberikan batasan terhadap penelitian ini sehingga tujuan penelitian tercapai 

dengan baik.   

 Sebagaimana yang telah disimpulkan sebelumnya bahwa efektivitas 

diartikan menjalankan aktivitas-aktivitas yang secara langsung membantu 

organisasi mencapai berbagai sasaran. Untuk mengukur tingkat efektivitas 

pelaksanaan tersebut maka peneliti menggunakan indikator yang dikemukakan 

oleh Robbins (1994:54) mengungkapkan mengenai pendekatan dalam efektivitas 

organisasi: 

1. Pendekatan pencapaian tujuan (goal attainment approach). Disini 

efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh suatu organisasi berhasil 
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mencapai tujuan yang layak dicapai. Jika pemusatan perhatian pada tujuan 

yang layak dicapai berjalan optimal, maka akan memungkinkan dikenalinya 

secara jelas berbagai tujuan yang sering saling berlawanan, sekaligus 

dapat diketahui hambatan - hambatan dalam mencapai tujuan tujuan 

tersebut. 

2. Pendekatan sistem. Disini efektivitas dinilai dari keterpaduan berbagai 

faktor yang berhubungan mengikuti pola, input, konversi, output, dan 

umpan balik, dan mengikutsertakan lingkungan sebagai faktor eksternal. 

Dalam perspektif sistem, tujuan tidak diperlakukan sebagai keadaan akhir 

yang statis, tetapi lebih sebagai sesuatu yang dinamis yang dapat berubah 

sesuai berjalannya waktu. Dan juga dengan tercapainya tujuan-tujuan 

jangka pendek tertentu akan dapat diperlakukan sebagai input baru untuk 

penetapan tujuan selanjutnya. Jadi dengan begitu tujuan akan mengikuti 

daur yang saling berhubungan antar komponen, baik dari faktor internal 

maupun dari faktor eksternal. 

3. Pendekatan konstituensi-strategis. Disini efektivitas dinilai berdasarkan 

pada perilaku personil-personil yang ada di dalam organisasi yang 

mempengaruhi keberhasilan organisasi untuk periode jangka panjang. 

Dalam hal ini dilakukan pengintegrasian antara tingkahlaku individu  

maupun kelompok sebagai unit analisis, dengan asumsi bahwa satu-

satunya cara mencapai tujuan adalah melalui tingkahlaku dari personil 

personil yang ada di dalam organisasi tersebut. 
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